
 
 
 
 
 

WALIKOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

  
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU 

NOMOR   23  TAHUN  2020 
 

TENTANG 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BANJARBARU, 

 
Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat 
(3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan 
Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 3822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  
pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

 

 

 

5. Undang-Undang... 

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Indonesia Nomor 5533); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 
Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia 
Nomor 5533); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran 
Daerah kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 16); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.  
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

 

Pasal 1... 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota 
Banjarbaru. 

4. Retribusi Pengunaan Kekayaan Daerah adalah retribusi kekayaan 
daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah. 

5. Tarif adalah tarif retibusi kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah. 

6. Peninjaun Tarif Retribusi adalah peninjauan tarif retibusi kekayaan 
daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 3 Tahun 201 9 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah. 

 

BAB II 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH 

 
 

Pasal 2 
 

Dengan Peraturan Walikota, Pemerintah Daerah melakukan peninjauan 
Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:  

Tarif Retribusi Pemakaian Tempat Olah Raga, Sarana hiburan dan Fasilitas 
lainnya. 

No Jenis Pelayanan Waktu 
Penggunaan 

Tarif 
(Rp) 

Lama/  
Masa Sewa 

1 2 3 4 5 
1. Pemakaian kolam dan 

pondok lesehan bina 
wisata 

1 Tahun 17.500.000,00 Pertahun 

 
 
 
 
 
 

BAB III... 



BAB III 
PENUTUP 

 
Pasal 3 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 
 
                                                                     Ditetapkan di Banjarbaru 

                                                               Pada Tanggal  22 Juli  2020 
 

                                                            WALIKOTA BANJARBARU  
 

 TTD 
 

                                                          NADJMI ADHANI 
 
 
Diundangkan di Banjarbaru 
Pada tanggal   22 Juli  2020 
 
SEKRETARIS DAERAH  
 

TTD 
 
    SAID ABDULLAH 
 
 
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


